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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi
Denda Tindak Pidana Penebangan Pohon Hutan Nomor : 109/Pid/Sus/2017/Pn
Njk” ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan (1)
Bagaimana Pertimbangan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana
penebangan pohon hutan Putusan Nomor: 109/Pid/Sus/2017/Pn.Njk (2)
Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim
pada penebangan pohon hutan Putusan Nomor: 109/Pid/Sus/2017/Pn.Njk.

Penulis mengkaji dan meneliti dengan metode kepustakaan (/iberary
researc)data yang diperlukan dalam putusan ini dengan teknik dokumentasi,
setelah semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode
deskriptif analisis dan pola fikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang
khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam.

Peneliti ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam
putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 109/Pid/Sus/2017/Pn.Njk tentang
tindak pidana penebangan Pohon hutan, hakim menjatuhkan hukuman 6 (enam
bulan penjara dan denda Rp. 300.000,00,- kepada terdakwa mengingat bahwa hal
yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan denga aturan Undang-undang dan
merugikan negara telah terbukti melakukan tindak pidana. Didasarkan pada pasal
87 ayat (3) Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Pengerusakan Hutan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuang undang-undang
dalam memberikan hukuman; kedua pertimbangan hukum hakim dalam putusan
Nomor: 109/Pid/Sus/2017/Pn Njk jika dalam hukum pidana Islam, dapat dengan
dikenakan takzir dimana hukumannya diserahkan kepada ulil amri.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka: perfama, Bagi penegak hukum
terutama hakim sebagai wakil tuhan, diharapkan dalam penjatuhan hukuman
berdasarkan undang-undang dan pertimbangan yang ada, sehingga prinsip
keadilan dalam memutuskan terpenuhi; kedua Kepada pihak perhutani agar
memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mengerti bahwa dalam dilarang
mengambil Pohon hutan tanpa dengan izin pihak berwenang, agar kelestarian
alam terjaga. Ketiga Semoga dengan adanya kasus ini dapat menjadi pelajaran
bagi kita semua agar senantiasa menjaga lingkungan dengan tidak melakukan
tindak pidana yang merugikan diri sendiri atau orang lain.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, dalam UUD 1945, pasal 1 ayat (3)
berbunyi bahwa indonesia adalah negara hukum.' Penjelasan UUD 1945
indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat ) bukan
kekuasaan (machstaat), maka dari itu negara tidak boleh sewenang-wenang
dalam melakukan sebuah tindakan yang tidak ada atas dasarnya, karena
negara indonesia merupakan negara hukum dan harus sesuai dengan dasar
hukum yang telah di atur.” Dalam negara hukum semua masyarakat tidak
terkecuali di hadapan hukum ialah sama. Hal tersebut jelas tertera di Undang

Undang Dasar 1945.

Dalam beberapa tahun belakangan ini banyak sekali pembalakan kayu
secara liar di Indonesia, jika penebangan pohon secara liar dibiarkan terus
menerus tanpa adanya konsekuensi bagi pelakunya maka pohon-pohon
dihutan akan habis dan terjadi kerusakan alam. sejak adanya permasalahan
tersebut, pemerintah indonesia pada tahun 2013 membuat dan mengesahkan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
pemberantasan pengerusakan Hutan. Sebagai penganti Undang-undang

Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Dalam hidup berbangsa dan

'Undang-undangDasar Negara Republik Indonesia 1945
*Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 18 tahun 2013
tentangPencegahandanPemberantasanPerusakanHutan.

1



bernegara hutan merupakan suatu sumber daya yang sangat diperlukan,
indonesia sebagian wilayahnya adalah Hutan yang terbagi oleh beberapa
macam ekosistem, dari Hutan gambut, hutan tropika dataran rendah atau
tinggi, hutan rawa air tawar dan hutan bakau. Hutan sangatlah bermanfaat

karena hutan merupakan kaya akan sumber dalam kehidupan bagi manusia.’

Dalam Undang-undang Nomor 41 tentang Kehutanan, Pasal 1 “Hutan
adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya
alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan lainya tidak dapat dipisahkan”. Pasal 4
menjelaskan bahwa seluruh kekayaan alam di wilayah Indonesia merupakan
untuk dikuasai negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Dari arti
penguasaan hutan oleh negara ialah negara memberi wewenang kepada
pemerintah untuk mengatur jalannya sesuatu yang berkaitan dengan hutan,
dari kawasan hutan, hasil hutan, status wilayah hutan dan hubungan hukum

antara orang dengan hutan.*

Hutan memiliki peran yang sangat utama dalam mendukung
pembangunan sebuah bangsa. Banyak manfaat yang terkandung dalam
hutan. Hutan memiliki manfaat langsung dan tidak langsung. Hutan
memiliki manfaat langsung yaitu dengan adanya penggunaan dan manfaat

hasil hutan seperti kayu untuk dijadikan sebuah bangunan dan kayu sebagai

*NandikaDodi, HutanBagiKetahananNasional, (surakarta: Muhammadiyah University Press,
2005) 1
*Salim H.S ,Dasar-DasarHukumKehutanan,( Jakarta, Sinar Grafika,2008) 12-13



bahan bakar baik untuk memasak maupun memanaskan diri. Manfaat secara
tidak langsung yang diberikan hutan sendiri adalah seperti mencegah
terjadinya erosi, dapat memberikan rasa keindahan, dapat menampung
tenaga kerja, dapat menambah devisa negara, dan memberikan manfaat di

sektor wisata.’

Pengerusakan hutan dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2013
tentang pencegahan perusakan hutan adalah dimana perbuatan pengerusakan
hutan dilakukan dengan cara penebangan pohon secara liar dan tidak
mempunyai izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.® Dalam
penebangan liar di kawasan hutan, orang yang melakukan aktifitas pencurian
kayu dengan menggunakan alat tradisional ( kapak dan parang), dan alat
modern seperti gergaji yang mengunakan mesin. Dalam penggunaan alat
modern ini bisa lebih cepat dalam pengerusakan hutan karena kayu yang
ditebang dalam hutan tidak bisa terkontrol. Sehingga mengakibatkan
penebangan pohon tidak dipilih kayu yang besar atau yang kecil, namun
semua ditebang tanpa pandang ukuran oleh pencuri kayu. Dampak yang
terjadi dalam pencurian kayu adalah kurangnya penerimaan negara dalam
sektor kehutanan, dikarenakan pencuri kayu dalam menebang jelas tidak
memiliki izin atau biaya Reboisasi, rusaknya hutan negara memerlukan lebih
banyak dana dalam penghijauan kembali, dan pengaruh harga kayu di tingkat

regional, nasional, dan internasional akan mengalami penurunan harga,

> [bid 46-48
Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 18 tahun 2013
tentangPencegahandanPemberantasanPerusakanHutan.



dikarenakan pencuri kayu akan menjual barang curiannya tersebut dengan

harga yang sangat murah.’

Dengan maraknya penebangan kayu secara liar, pemerintah berupaya
meminimalisir tindakan yang merusak hutan salah satunya adalah dengan
menerbitkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan
pemberantasan  perusakan hutan. Dalam undang-undang tersebut
menjelaskan peraturan-peraturan beserta sanksi yang bertujuan untuk

menjaga hutan dari tindakan-tindakan yang merusak hutan.

Kasus penebangan pohon secara liar yang terjadi di wilayah hutan Dsn
Wedangan Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. apabila
dibiarkan dan tidak ada tindakan secara tegas dari pihak yang berwenang
maka penebangan pohon secara liar akan terus dilakukan oleh orang yang
tidak memiliki hak untuk memiliki secara aturan dan hutan akan mengalami
kerusakan secara permanen. Islam merupakan agama yang tidak
menganjurkan sebuah kerusakan, namun dalam Islam yang ditanamkan
adalah mewujudkan sebuah hubungan yang harmonis antara manusia dengan
alam dan disutuh saling memberikan manfaat sehingga terciptanya

lingkungan yang damai.

Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang

berbunyi :

7SalimH,S,Dasar—Dasanllul(uml(ehutzz'narn,( Jakarta, Sinar Grafika,2008) 3
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“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan

tangan manusia, supay Allah menghendaki agar mereka merasakan

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan
yang benar).”™

Ayat di atas, Allah melarang secara tegas merusak bumi ini, baik di

darat maupun di laut, karena jika mengekploitasi alam dengan tidak menjaga

ekosistem maka akan menimbulkan sebuah bencana yang merugikan

manusia bahkan dapat merusak sebuah alam lingkungan.’

Dalam kasus penebangan pohon secara liar di hutan , peneliti
mengambil  kasus dari  Pengadilan  Negeri  Nganjuk  Nomor
109/Pid.Sus/2017/PN.Njk tentang penebangan pohon di hutan yang
dilakukan oleh terdakwa yang bernama Sukiran warga Dsn Wedangan, Desa
Sambirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Perbuatan yang
dilakukan oleh warga yang masih bertempat tinggal di wilayah hutan
Wedangan pada hari kamis yaitu mengambil kayu jati sebanyak 3 batang di
dalam hutan yang tidak dilengkapi dengan surat izin. Kemudian petugas
perhutani sedang melakukan patroli di wilayah hutan wedangan dan
menemukan tunggak bekas penebangan liar. Dan di keesokan harinya
petugas perhutani meminta bantuan polsek Rejoso untuk melakukan

penggeledahan dirumah terdakwa Sukiran. Perbuatan terdakwa melanggar

Departemen Agama R, A/-Qur’an danTerjemahnya(Jakarta: CV. Toha Putra,1989)
M. Quraishshihab, Tafsir Al-Misbah, Volume 10, ( Jakarta: LenteraHati, 2002) 405



pasal 87 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sebagaimana dakwaan penuntut
umum yakni 10 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) , namun pada putusan ini hakim menjatuhkan pidana kepada
terdakwa dengan pidana 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000, -

(tiga ratus ribu rupiah).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda kurang tepat,
karena tidak sesuai dengan ketentuan ancaman hukuman denda yang telah
ditentukan di pasal 87 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013
ancaman hukuman sudah ditentukan batas minimal dan maksimalnya, yaitu
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.
500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah). Dalam penjatuhan hukuman
memang hakim memiliki kebebasan dan hak dalam menentukan berat
ringannya suatu hukuman, akan tetapi hakim haruslah memperhatikan aturan
yang telah dibuat Undang-undang karena sudah ditentukan ancaman

hukuman secara tertulis.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 10
menjelaskan bahwa pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana
tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana mati, pidana
kurungan dan pidana tutupan. Sedangkan dalam pidana tambahan terdiri dari

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu,dan



pengumuman putusan hakim. Pidana penjara merupakan salah satu bentuk
hukuman berupa batasan ruang gerak yang dilakukan dengan menutup
pelaku didalam lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang tersebut

mentaati peraturan yang ada dalam lembaga tersebut.

Hukum Pidana Islam (figh Jinayah) memiliki dasar hukuman yang jelas
bagi orang yang melakukan kejahatan dengan dasar hukum pada Al-Qur’an
atau as-Sunnah untuk menentukan balasan bagi seseorang yang melakukan
perbuatan jahat dan sebanding dari kejahatan yang telah dilakukan. Dalam

Islam melakukan kerusakan merupakan sesuatu yang dilarang. "’

Pidana denda merupakan pidana yang tidak asing lagi dalam
penerapannya disuatu negara dan bangsa didunia. Pidana denda merupakana
suatu yang akan selalu dipertimbangkan dalam memberikan hukuman yang
dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara pidana. Pidana denda
merupakan sesuatu yang harus dirasakan bagi pelaku tindak pidana kejahatan
sebagai rasa penderitaan (dalam bentuk kesengsaraan materi karena dengan

adanya kerugian yang timbul setelah ia melakukan kejahatan). 2

Tindak pidana penebangan pohon secara liar dalam hukum pidana
Islam termasuk dalam kategori ta’zir, dalam menerapkan hukuman jarimah
ta’zir . jarimah ta’zir sendiri merupakan sanksi keputusannya yang

diserahkan oleh ulil amri. Karena tidak dijelaskan secara jelas dalam al-

" AndiHamzah. sistemPidanadanPemidanaan di Indonesia. ( Jakarta : Pradnya Paramita,1993),

27.

"' Ali Zainudin, HukumPidana Islam. (Jakarta: SinarGrafika, 2012), 15
"?Suhariyono AR, pembaruanPidanaDenda Indonesia, ( Jakarta: Papas SinarSinanti, 2012), 11



Qur’an dan Hadist. Jarimah ta’zir sendiri memili fungsi agar sebagai
pelajaran kepada pelaku jarimah agar jera dan tidak mengulangi lagi

perbuatanya.

Dalam kaidah fikih yang berbunyi “Berat ringannya sanksi ta’zir
diserahkan kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan
yang dilakukan. Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam

menjatuhkan berat ringannya hukuman.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis perlu melakukan
penelitian lebih lanjut mengenai tindak pidana pembalakan kayu secara liar
dengan mengacu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013. Dengan
memberikan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Denda
Tindak Pidana Penebangan Pohon Hutan ( Studi Putusan Nomor 109/Pid

Sus/2017/Pr/Njk)”.

Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas terdapat
beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi timbulnya beberapa

permasalahan sebagai berikut:

1. Deskripsi kasus tindak pidana penebangan Pohon hutan di dalam

Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/Pn/Njk



Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda di
bawah batas minimum khusus yang telah di tentukan oleh undang-
undang.

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap hukuman tindak pidana

penebangan Pohon hutan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka untuk memberikan

arahan yang jelas dalam penelitian ini diperlukan pembatasan masalah yang

berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut:

Pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi dibawah batas
minimum tindak pidana penebangan Pohon hutan Putusan Nomor
109/Pid.Sus/2017/Pn/Njk.

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim
Tindak Pidana Penebangan Pohon Hutan Putusan Nomor

109/Pid.Sus/2017/Pn.Njk .

Rumusan Masalah

Berdasarkan susunan kerangka yang telah ditulis di atas dan agar tidak

menyimpang dari penulisan, maka penulis akan mefokuskan penelitian pada

beberapa masalah untuk diteliti lebih lanjut yaitu :

l.

Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana penebangan

Pohon Hutan dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/Pn.Njk?
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2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan
Hakim pada penebangan Pohon Hutan dalam Putusan Nomor

109/Pid.Sus/2017/Pn.Njk?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau
penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti,
sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan
pengulangan atau duplikasi dari kajian atau peneliti yang sudah ada.
Beberapa penulusuran penulis ada beberapa skripsi yang membahas

mengenai tema ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rusli pada tahun 2018 tentang Tinjauan
Hukum Pidana Islam dan Hukum pidana Positif Terhadap Tindak
Pidana Penebangan Pohon Secara Liar (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Bangkalan Nomor: 53/Pid.Sus/2015/Pn.Bkl). skripsi ini
membahas tentang pertimbangan hukum hakim dan menganalisis dari
perspektif hukum pidana Islam."

2. Skripsi yang ditulis oleh Rismawati, tahun 2015 tentang perspektif
Figh Jinayah Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Kehutanan.

Skripsi ini membahas tentang kejahatan illegal logging yang dilakukan

PRusli,”TinjauanHukumPidana Islam
danHukumpidanaPositifTerhadapTindakPidanaPenebanganPohonSecara Liar
(StudiPutusanPengadilanNegeriBangkalanNomor: 53/Pid.Sus/2015/Pn.Bkl)” (Skripsi---UIN
SunanAmpel Surabaya, 2018).
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korporasi. Yang intinya membahas tentang kejahatan dibidang
kehutanan yang terorganisir ini melakukan penebangan pohon yang
tidak sesuai jatah tebang yang telah berlaku atau ditetapkan
pemerintah. Kemudian di analisis menggunakan Fiqih Jinayah untuk
memberikan gambaran bagaimana hukuman dalam Islam."

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdul Ghoni, tahun 2013,
tentang Sanksi Terhadap Illegal Loging di Kecamatan Kedung Adem
Kabupaten Bojonegoro menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur No 4 Tahun 2003 Dalam Perspektif Figih Jinayah. Dalam
penelitian ini membahas bagaimana sanksi terhadap pelaku
pelanggaran illegal loging di Kecamatan Kedung Adem kabupaten
bojonegoro menurut peraturan daerah Provinsi Jawa TimurNomor 4

Tahun 2003."°

Dari beberapa judul skripsi di atas, penulis ingin menunjukan bahwa
pembahasan dalam skripsi penulis berbeda dengan pembahasan judul skripsi
di atas. Di sini penulis dalam pembahasanya lebih mengkaji mengenai
bagaimana pemberian sanksi denda yang diberikan oleh hakim kepada pelaku
Tindak Pidana Penebangan Pohon Hutan di Nganjuk dalam Putusan Nomor:
109/Pid.Sus/2017/Pn.Njk., yang mana hakim dalam menjatuhkan sanksi

tidak sesuai pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang

"“Rismawati, “PerspektifFigihJinayahTerhadapKejahatanKorporasi di
BidangKehutanan”,(Skripsi--- UIN Raden Fatah Palembang,2015)

"> Muhammad Abdul Ghoni, “SanksiTerhadap Illegal Loging di
KecamatanKedungAdemKabupatenBojonegoromenurutPeraturan Daerah JawaTimur No 4 Tahun
2003 DalamPerspektifFigihJinayah”,(Skripsi--- UIN SunanAmpel Surabaya, 2013).
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Pencegahan dan Pemberantsan Perusakan Hutan dalam pasal 87 ayat (3) dan

sini penulis juga membahas dalam Hukum Pidana Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini

bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan hakim terhadap tindak Pidana
Penebangan Pohon Hutan dalam Putusan Nomor
109/Pid.Sus/2017/Pn.Njk.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap
pertimbangan hakim tindak pidana Penebangan Pohon Hutan Putusan

Nomor 109/Pid.Sus/2017/Pn.Njk.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat sekurang-kurangnya

dalam dua aspek yaitu :

1.  Aspek keilmuan (teoritis), dapat dijadikan sebagai sumbangan
pemikiran atau pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan

berikutnya bila ada kesamaan masalah ini dan memperluas khazanah
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keilmuan, serta sebagai referensi kajian pustaka khususnya tentang
tindak pidana Penebangan pohon hutan.

Aspek terapan (praktis) dapat dijadikan masyarakat khususnya para
pemerintah maupun korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan
dan manfaatkan hasil hutan dengan sebagaimana mestinya agar tidak
melakukan tindak pidana pembalakan kayu hutan secara liar, serta
sebagai sumbangsih pemikiran bagi penegak hukum dalam

menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana penebangan kayu hutan.

G. Definisi Operasional

Untuk  mempermudah dalam memahami dan menghindari

kesalahpahaman pada masalah yang dibahas, maka perlu dijelaskan dengan

beberapa istilah sebagai berikut :

1.

Hukum Pidana Islam merupakan segala ketentuan hukum mengenai
tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-
orang mukkalaf (Orang yang dapat dibebani kewajiban).'® Dalam
tulisan ini hukum pidana Islam yang dimaksud adalah jarimah ta’zir
yang penetapan hukumannya diberikan kepada ulil amri.

Penebangan Pohon Hutan secara liar. Pembalakan liar atau penebangan
pohon secara tidak sah merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan

dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar

' Ali Zainuddin, HukumPidana Islam, (Jakarta :SinarGrafika 2012).,1
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perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoeitas
setempat.'’ Penebangan pohon secara liar ditinjau menurut hukum
pidana Islam dapat dianalogikan sama dengan pencurian. Putusan

Nomor: 109/Pid.Sus/2017/Pn.Njk.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis Tinjauan Hukum
Pidana Islam Terhadap Sanksi Denda Tindak Pidana Penebangan Pohon

Hutan di Nganjuk Putusan Nomor: 109/Pid.Sus/2017/Pn.Njk.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian Hukum adalah
semua aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang
bersifat akademik dan praktis, serta asas-asas hukum, norma-norma hukum
yang hidup berkembang di masyarakat.

Suatu penelitian dianggap sebagai karya tulis apabila di dalamnya
memuat metodologi. Istilah metodoligi dapat dimaknai sebagai pengetahuan
tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu
pengetahuan yang bersangkutan, atau penjelasan tentang tata cara dan
langkah yang akan ditempuh untuk mencapai suatu tujuan penelitian."®

Sesuai dengan ketentuan di atas, maka penulis ini perlu dan harus

menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

"http://id. mwikipedia.org/wiki Pembalakan liar diaksespadatanggal 20 November 2019, Pukul
20:06 WIB
7 ainudin Ali, MetodePenelitianHukum(Jakarta: SinarGrafika, 2013), 19.
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Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif (
normative law research), yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa
produk perilaku hukum, dengan pembahasan mengenai tinjauan hukum

pidana Islam terhadap sanksi denda tindak pidana penebangan pohon hutan.

Data yang dikumpulkan

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang dikumpulkan

dalam penelitian ini meliputi :

a. Data yang berkaitan dengan putusan Hakim Nomor
109/Pid.Sus/2017/Pn. Njk

b.  Data yang mengenai ketentuan-ketentuan hukuman dalam
hukum pidana Islam dan undang-undang terhadap sanksi denda
penebangan pohon liar.

c.  Data mengenai sanksi tindak pidana pembalakan liar menurut
undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan.
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3. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam

penulisan penelitian, maka peneliti menggunakan dua bentuk sumber data

sebagai berikut :

a.

Sumber Primer

1) Undang-undang Nomor 18 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan.

2) Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor:
109/Pid.Sus/2017/Pn.Njk

Sumber Sekunder

1) Buku karya Nandika Dodi, Hutan Bagi Ketahanan Nasional,
(surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005).

2) Buku karya Salim H.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan,(
Jakarta, Sinar Grafika,2008).

3) Buku karya Andi Hamzah. sistem Pidana dan Pemidanaan di
Indonesia. ( Jakarta : Pradnya Paramita,1993).

4) Buku karya Ali Zainudin, Hukum Pidana Islam. (Jakarta:
Sinar Grafika, 2012).

5) Buku karya Suhariyono AR, pembaruan Pidana Denda
Indonesia, ( Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012).

6) Buku karya Munajat Makhrus, Dekontruksi Hukum Pidana

Islam. ( Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004).
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7) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang dibutuhkan

dalam penelitian ini, digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a.

Studi dokumentasi

Studi  dokumentasi  adalah ~mempelajari kasus dengan
mengelompokan data dengan cara menulis menggunakan konten
analisis'’. Dalam hal ini Direktori Putusan Pengadilan Negeri
Nganjuk Nomor: 109/Pid.Sus/2017/Pn.Njk. teknik ini digunakan
untuk mendapatkan data tentang dasar hakim dalam putusan kasus
tindak pidana penebangan Pohon hutan.

Studi pustaka

Studi pustaka adalah teknik mengumpulkan data dengan cara
mengkaji buku-buku dan literatur.”® Teknik ini digunakan untuk
memperoleh data beberapa teori tentang Tindak Pidana

Penebangan Pohon hutan.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam bentuk uraian sebagai

berikut :

""BambangSunggono, MetodoligiPenelitianHukum (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003), 117.

2 Tbid



18

a. Editing

Editing adalah memeriksa kembali semua data yang yang telah
dikumpulkan dengan memilh dan menyeleksi data tersebut dari
berbagai segi yang meliputi kesesuaian antara satu dengan lainny,

serta keaslian dan kejelasan permasalahan.?'
b. Organizing

Organizing yaitu penyusunan data secara sistematis.”” Seperti
peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum pidana, dan
beberapa karya ilmiah yang berkenaan dengan tindak pidana. Tindak

pidana penebangan kayu hutan di nganjuk.
c. Analizing

Analizing yaitu melakukan analisis dengan sejumlah data yang telah
terhimpun agar menjadi informasi yang dapat diimprementasikan,”
dengan cara menguraikan suatu pokok atas berbagai kajian agar
mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman berupa putusan
Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 109/Pid.Sus/2017/Pn.Njk.
dengan menggunakn dalil hukum pidana dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan untuk mendapatkan jawaban atas rumusan

masalah.

*'Bamb angWaluyo, PenelitianHukumDalamPraktek(Jakarta: SinarGrafika, 1996),72

2 1bid.,73

»Lexy J. Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif Bandung: Remaja: RosdaKarya, 2001), 248.
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6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan teknik deskriptif analisis. Dimana penulis akan
mendeskripsikan fakta-fakta apa adanya sesuai dengan kajian dalam
penelitian untuk memperoleh data secara detail dan memaparkan secara
umum agar dapat ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan

pembacaan dan analisis data terhadap sumber data yang diperoleh.

Sistematika Pembahasan

Skripsi ini pembahasannya terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan
lainya saling berkesinambungan. Sistematika dalam pembahasan skripsi ini
dalam setiap bab ada beberapa sub bab. Hal ini berfungsi agar dalam
penyusunan skripsi terarah, teratur, dan sistematis sesuai dengan apa yang
telah dirancang oleh penulis, maka disusunlah seperti berikut:

Bab pertama, pada bab ini berisi tentang uaraian pendahuluan yang
terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian dan kegunaan penelitia,
definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam bab ini berisi tentang landasan teori dalam melakukan

analisis masalah dan bab ini memuat tentang Jarimah takzir dalam hukum
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pidana islam, terdiri dari pengertian hukum pidana islam, pengertian fa’zir ,
macam-macam ta zir, klasifikasi ¢a zir dan penerapan hukumnya.

Bab ketiga, pada bab ini memaparkan terkait hasil penelitian yang
terdiri atas deskripsi Pengadilan Negeri Nganjuk, deskripsi kasus,
pertimbangan hakum hakim dan putusan majelis hakim dalam perkara
Pengadilan Negeri Nganjuk Putusan Nomor: 109/Pid.Sus/2017/Pn.Njk.,
tentang tindak pidana penebangan pohon hutan.

Bab keempat, merupakan bab tentang analisis data yakni hasil daripada
penelitian yang dilakukan yang tertuang dalam bab tiga kemudian dianalisis
menggunakan landasan teori bab dua, sehingga bisa menjawab permasalahan
dari rumusan masalah di bab pertama.

Bab kelima, merupakan bab penutup. Dalam bab ini berisikan tentang
kesimpulan yang didapatkan peneliti setelah mengkaji dari bab pertama
sampai bab keempat yang menjawab pertanyaan daripada rumusan masalah

yang ada, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran.



BABII
JARIMAH TAKZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan syariat Allah yang mengandung
kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.
Syariat islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi
setiap manusia. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah
sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri maupun yang ada pada
orang lain.!

Hukum pidana islam sering disebut dalam Figh dengan istilah jinayah
atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk verbal Noun (mashdar) dari kata
jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah
diartikan perbuatan dosa atau salah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering
disebut dengan delik atau tindak pidana.?

Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian seperti

yang diungkapkan oleh abdul Qadir Awdah:

éﬂ\i)&;‘JU;‘M&J&mé);‘ybﬁ(}M@j%%

Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa,

harta benda, atau lainnya.®

! Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta:Sinar Grafika,2009),1.
2 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam , (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004),1
3 -

Ibid, 1-2.

18
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Jadi jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara’
karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal
(intelegensi).* Menurut ibnu Nujaym sebagaimana dikutip ‘Awdah, jinayah
ialah perbuatan yang menimpa jiwa manusia atau bagian anggota tubuh yang
lain seperti membunuh, melukai, atau memukul.® Selain itu, terdapat fugaha
yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan yang diancam dengan
hukuman hudud dan gisas tidak termasuk pada perbuatan yang diancam dengan
ta’zir.® Selain istilah jinayah dalam hukum pidana islam tindak pidana dikenal
juga istilah jarimah.

Para fugaha berpendapat bahwa lafal jarimah dan jinayah sama artinya.
dalam bahasa arab jarimah secara etimologis berarti dosa, kesalahan atau
kejahatan. Menurut al- Mawardi pengertian jarimah secara terminologis ialah

larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau takzir

(= 5 A& e Uy A o a8 |, sk=y. Larangan hukum bisa berwujud

mengerjakan perbuatan yang dilarang dan bisa berwujud meninggalkan yang
diperintah.’

Jarimah umumnya dipakai sebagai perbuatan dosa seperti pencurian,
pembunuhan, atau perkosaan. Istilah jarimah jika dirangkaikan dengan satuan
atau sifat perbuatan menjadi jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, dan

jarimah perkosaan. Dalam hukum positif jarimah adalah tindak pidana atau

* Ibid
5Sahid Hm, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Uin Sa Press, 2014), 7.
® Mardani, Hukum Pidana Islam .................. 2.

"Ibid, 5-6.
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pelanggaran.? Pengertian jarimah menurut istilah hukum pidana islam hampir
bersesuaian dengan pengertian menurut hukum positif (hukum pidana
indonesia) jarimah dalam hukum pidana indonesia diartikan sebagai peristiwa
pidana. Menurut Mr Tresna “peristiwa pidana adalah rangkaian perbuatan
manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau perundangan lainnya
terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukumem”.9
Jarimah terbagi dua, yaitu jarimah hudud dan jarimah takzir. Kata
Hudud (berasal dari bahasa Arab) adalah jamak dari kata had. Menurut syariat
islam hudud adalah ketetapan Allah yang terdapat dalam al-Qur’an atau
petunjuk Rasulullah yang berkaitan tentang perilaku tindak kejahatan beserta
sanksinya. Seperti zina, pencurian, khamar, dan perampokan. Sedangkan
jarimah Takzir yaitu hukuman yang belum ditentukan oleh syara, sehingga
segala bentuk hukuman atau pengaturannya dilakukan oleh pihak pemerintah.
Seperti tindak kejahatan pembalakan liar atau pencabulan yang disanksi
penjara.
B. Pengertian Jarimah Ta’zir
Takzir adalah mashdar dari kata L= — L= secara etimologi artinya Ar
Rad wa Al Man’u yang berarti menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki

arti menolong dan menguatkan®® Jarimah Ta’zir adalah jarimah yang diancam

dengan hukuman takzir. Menurut bahasa kata takzir bermakna ta’dib artinya

8 -
Ibid, 7.
¥ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika,
2004), 11.
10 Nurul Irfan, Masyrofah, Figih Jinayah, (Jakarta:Amzah, 2013), 136.
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memberi pelajaran. Sedangkan menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh

Imam Al-Mawardi, Takzir yaitu:*

390 b g SR o e s U el

Takzir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum
ditentukan hukumannya oleh syara’.

Abdul Qadir ‘Audah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan takzir
yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah takzir (jenis kejahatan
yang tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur’an) termasuk kejahatan yang
telah ditegaskan dalam al-Qur’an namun hukumannya tidak dijelaskan secara
terperinci terutama  pada kejahatan baru.*?

Sedangkan menurut Al-Syirazi takzir adalah hukuman yang tidak
ditentukan oleh al-Quran dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang
melangar hak Allah maupun hak hamba yang memiliki tujuan untuk memberi
pelajaran bagi pelaku tindak kejahatan serta mencegahnya untuk mengulangi
kejahatan serupa.™

Adapun yang dimaksud dengan jarimah takzir yang melanggar hak
Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan
kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi,
penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, mencium wanita yang bukan

istri, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah takzir yang

11 H
Ibid, 19.
12 Hendra Gunawan, “Penerapan Hukuman Ta’zir Di Indonesia”, Vol. 04, No,2, Desember 2018,
361
3 Mirsan, “Kriteria Jarimah Takzir”, Jurnal Justita, Vol.2, No 1 (2017), 3.
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melanggar hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan
kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak. Seperti penghinaan,
penipuan, pemukulan dan sebaginya.**

Takzir dimaknai pula dengan hukuman yang tidak ditentukan (bentuk
dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang
tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah
maupun hak manusia (pribadi).*

Adapun mengenai ketentuan ataupun pengaturan mengenai jenis-jenis
kejahatan dan sanksinya yang mana termasuk dalam jarimah takzir, maka
dalam hal ini penguasalah yang berwenang menentukannya. Dengan syarat
harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh
berlawanan dengan nas-nas syara’. Maksud dari pemberian hak kepada
penguasa untuk menentukan jarimah-jarimah takzir adalah untuk mengatur
masyarakat dan  memelihara  kepentingan-kepentingannya,  sehingga
menciptakan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.

Seperti pula yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa syariat
islam menyerahkan kepada ulil amri (penguasa) untuk menentukan sanksi
pelaku tindak pidana sesuai dengan kejahatannya, untuk mencegah
permusuhan, mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat kapan
saja dan dimana saja.*®

Menurut Abdul Qadir ‘Audah prinsip hukuman takzir dalam syariat

islam adalah tidak membinasakan akan tetapi takzir adalah sebagai pengajaran.

¥ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), 252.
15 i

Ibid
18 Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Amzah,2011), 129.
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Namun disisi lain kebanyakan Ulama figih membuat suatu pengecualian dari
aturan umum tersebut, yaitu bolehnya menjatuhkan hukuman mati, jika
memang untuk kepentingan umum atau jika itu jalan terbaik dalam
penyelesaian permasalahan.’

Memang maksud utama dari adanya sanksi takzir adalah sebagai
preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Fungsi preventif maksudnya
adalah sebagai upaya pencegahan sehingga orang lain tidak meelakukan
kejahatan yang sama dengan terhukum. Sedangkan fungsi represif maksudnya
yaitu hukuman takzir memberikan efek jera dan kesadaran bagi terhukum agar
tidak lagi mengulangi kejahatannya. Oleh karena itu sanksi takzir dalam fungsi
preventif dan represif dalam bentuk sanksinya tidak berlebihan dan tidak terlalu
lemah serta sejalan dengan keperluan dan kepentingan umum sehingga
terwujud keadilan. Adapun yang dimaksud dengan fungsi kuratif yaitu
hukuman takzir dapat menciptakan perbaikan perilaku dan sikap terhukum
dikemudian hari karena tentunya sanksi yang diberikan akan mendorong
pelaku sadar akan perbuatannya. Sedangkan fungsi edukatif maksudnya yaitu
bahwa sanksi takzir mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah
pola hidupnya bukan karena takut hukuman tapi karena kesadaran bahwa
melakukan kejahatan haruslah dihindari.

Hukuman takzir sangat berkaitan dengan akal manusia karena penilain
kemanusiaan sangat dilibatkan sebgaimana tercantum dalam al-Qur’an surah

shaad ayat 26 yang berbunyi “Hai dawud, sesungguhnya kami menjadikan

17 Ahmad Syarbani, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam”, Jurnal lus Civile,...7
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kamu khalifah (penguasa) dibumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara
manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan
menyesatkan kamu dari jalan Allah swt. Sesungguhnya orang-orang yang sesat
dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena melupakan hari
perhitungan.®

Dari hal ini tampak bahwa Allah swt memberikan anjuran kepada nabi
Daud agar memutus suatu perkara dengan mengedepankan keadilan. Sehingga
dari sini dapat dipahami bahwa akal manusia memiliki otoritas dalam memutus
sebuah perkara yang oleh Al-Qur’an maupun sunnah Rasulullah tidak
dijelaskan secara rinci didalamnya.™

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan jarimah takzir adalah segala bentuk maksiat atau tindak kejahatan yang
melanggar atau merugikan ketertiban umum yang bentuk sanksinya belum
ditentukan secara rinci oleh syara’ (al-Qur’an dan as-Sunnah) sehingga
penguasa dalam hal ini hakim sebagai badan yang berwenang dapat menetukan
bentuk hukuman kepada pelaku kejahatan sesuai dengan kadar kejahatannya

dan dengan seadil-adilnya.

18 Hendra Gunawan, “Penerapan Hukuman Ta’zir Di Indonesia”, Vol. 04, No.2, Desember 2018,
326.
9 1hid
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C. Klasifikasi Jarimah Takzir
Secara umum tindak pidana takzir dibagi kedalam beberapa bagian,
yaitu:*

1. Tindak pidana hudud dan tindak pidana qisas yang syubhat,
maksudnya belum jelas, dan tidak memenuhi syarat tetapi meruupakan
maksiat. Contohnya percobaan perzinaan, percobaan pencurian,
pencurian dalam keluarga dan lain-lain.

2. Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh al-Qur’an dan
hadits tetapi tidak ditentukan sanksinya. Contohnya penghinaan, sanksi
palsu, makan babi, tidak melaksanakan amanah, riba dan lainnya.

3. Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh ulil
amri (penguasa) berdasarkan ajaran islam demi kemaslahatan umum.
Contohnya pelanggaran terhadap peraturan yang dibuat oleh penguasa
atau pemerintah, seperti korupsi, penebangan hutan dan lain
sebagainya
Berdasarkan pelanggarannya, maka tindak pidana takzir terbagi

menjadi tujuh kelompok, yaitu sebagai berikut:
1. Pelanggaran terhadap kehormatan, yaitu:*
a. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan.
b. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan,

c. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan suami istri,

2D .A. Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta:Rajawali
Pers, 1996), 13.

2! Abdurrahman Al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam, (Bogor:Pustaka Thariqul 1zzah, 2002),
284.
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d. Penculikan
2. Pelanggaranterhadap kemulian, diantaranya:?
a. Tuduhan-tuduhan palsu,
b. Pencemaran nama baik
c. Penghinaan,hujatan,dan celaan,
3. Perbuatan yang merusak akal diantaranya:*®
a. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu yang
dapat merusak akal, seperti menjual, membeli, membuat
mengedarkan, menyimpan, atau mempromosikan minuman
khamar, narkotika, psikotropika, dan sejenisnya,
b. Menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum atau
apapun dengan maksud untuk dibuat khamr oleh pembelinya.
4. Pelanggaran terhadap harta, diantaranya;:*
a. Penipuan dan masalah muamalat,
b. Kecurangan dalam perdagangan,
c. Ghasab (meminjam tanpa izin)
d. Pengkhianatan terhadap amanah harta
5. Gangguan keamanan, diantaranya:®
a. Berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selaindalam
perkara hudu dan gisas.

b. Menteror, mengancam atau menakut-nakuti orang lain.

22 | bid
% |bid, 285.
2* | bid.
% |bid.
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c. Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri
dan merugikan orang lain.
6. Subversi/gangguan terhadap keamanan Negara, diantaranya:*®
a. Makar, yang tidak melalui pemberontakan,
b. Spionase (mata-mata),

c. Membocorkan rahasia negara,

7. Perbuatan yang berhubungan dengan agama.?’
a. Menyebarkan ideologi dan pemikiran kufur,
b. Mencela salah satu dari risalah islam, baikmelalui lisan
maupun tulisan,
c. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti
meninggalkan shalat, terlambat bayar zakat, berbuka siang hari

pada bulan ramadhan tanpa uzur.

Jadi dapat dipahami bahwa sangat beragam jenis tindak pidana takzir
dan tidak terbatas hanya apa yang telah disebut sebelumnya. Lingkup jarimah
takzir sangatlah luas karena perbuatan apapun yang bukan termasuk hudud
dan qgisas jika perbuatan itu merupakan maksiat dan tindak kejahatan baik itu
melanggar hak Allah maupun hak adami yang dapat merugikan kepentingan

atau ketertiban umum maka itu dapat dikategorikan jarimah takzir.

2 1hid.
7 1bid, 286.



D. Macam-macam hukuman Takzir
1. Sanksi takzir yang berkaitan dengan badan

a. Hukuman mati

28

Adanya hukuman takzir menurut syariat islam adalah sebagai
pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Olehnya itu dalam
penerapan  sanksinya tidak  diperkenankan pada  hukuman
menghilangkan anggota badan atau sampai menghilangkan nyawa.
Akan tetapi beberapa ulama menyetujui adanya pengecualian yaitu
bolehnya menerapkan sanksi mati pada situasi yang dibutuhkan demi
tercapainya kepentingan umum. Seperti mata-mata, pembuat fitnah,
dan resedivisi yang membahayakan.?

Memang dalam penerapan hukuman mati pada kejahatan takzir ini
masih menjadi perbedaan pendapat didalam kalangan ulama.
Malikiyah membolehkan hukuman mati padajarimah takzir tertentu,
seperti kejahatan melakukan kerusakan dimuka bumi. Sedangkan
sebagian Fuqaha Syafi’iyah membolehkan hukuman mati pada kasus
penyebaran aliran-aliran sesat yang jelas menyimpang dari ajaran
islam.

Hukuman jilid

Yaitu memukul dengan cambuk atau dengan alat sejenis.?® Hukuman

ini cukup efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku jarimah

?® Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Bulan Bintang: 1996), 310.
% Abdurrahman Almaliki, Sistem Sanksi Dalam ................... 253.
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takzir yang disesuaikan dengan bentuk jarimah yang dilakukan.

Dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan, yaitu:*

1) Hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki daya
refresif karena dapat dirasakan langsung secara fisik.

2) Hukuman cambuk dalam takzir tidak bersifat kaku tetapi fleksibel
karena masing-masing jarimah berbeda jumlah cambuknya.

3) Penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak
membutuhkan anggaran yang besar

4) Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak sampai

menelantarkan keluarga terhukum.

2. Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
a. Hukuman penjara
Pemenjaraan secara syar’i adalah menghalangi atau melarang
seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Baik itu dilakukan di dalam
negeri, rumah, masjid, di dalam penjara, atau ditempat-tempat lain.*
Dalam khazanah hukum pidana islam, pidana penjara bisa disebut
dengan alhasbu atau al-sijnu yang sevara etimologi berarti mencegah

dan menahan. Sedangkan secara terminologi berarti menahan atau

%0 Nurul Irfan, Masyrofah, Figih Jinyah................ 98.
81 Abdurrahman Almaliki,Sistem Sanksi Dalam ............ 257.
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mencegah seseorang pelaku kejahatan dari pergaulan dari

masyarakat.*

Jenis hukuman ini dibedakan menjadi dua yaitu®

1) Hukuman penjara terbatas
Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama
waktunya telah ditentukan secara jelas. Hukuman ini diterapkan
pada penjual khamar, penghinaan, bersaksi palsu dan lainnya.

2) Hukuman penjara tak terbatas
Hukuman penjara tak terbatas yaitu hukuman yang tidak dibatasi
waktunya, sehingga lamanya dipenjara terdakwa tergantung dari
lamanya dia hidup. Maksudnya adalah pelaku kejahatan dipenjara
sampal meninggal. Hal ini berlaku pada jenis kejahatan yang
sangat berbahaya, Misalnya orang yang menahan orang lain untuk
dibunuh oleh orang ketiga.

b. Pengasingan

Pengasingan adalah membuang seseorang di tempat yang jauh.**

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang

dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya

harus dibuang untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.*®

Selain itu pula pengusiran diberikan sebagai upaya memberikan efek

jera bagi pelaku agar sanksi tersebut dapat menjadi pencegah.

%2 A. Rahma Ritongga, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta:lkhtiar Baru Van Hove, 1997), 71.
** Nurul Irfan, Masyrofah, Figih Jinyah................

3 Abdurrahman Almaliki,Sistem Sanksi Dalam ......... 266.

% Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam........... 264,
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Hukuman salib

Sanksi ini berlaku dalam satu kondisi, yaitu jika sanksi bagi pelaku
kejahatan adalah hukuman mati.*

Pemecatan

Pengertian pemecatan adalah melarang seseorang dari pekerjaannya
dan diberhentikannya dari jabatan atau tugas yang dipegangnya.
Pengucilan

Yang dimaksud dengan pengucilan yaitu penguasa menginstrusikan
kepada masyarakat untuk tidak berbicara dengan seseorang dalam
batas waktu tertentu.*’

Publikasi kesalahan secara terbuka

Yaitu mempublikasikan seorang terhukum untuk menghilangkan
kepercayaan masyarakat terhadap orang tersebut. Atau mengumumkan
kejahatan pelaku kriminal kepada masyarakat, memperingatkan kepada
masyarakat terhadap orang tersebut serta menelanjangi kejahatan-

kejahatannya berdasarkan bukti-bukti akurat.*

3. Sanksi takzir berupa harta

Tentang sanksi berupa harta masih terdapat ikhtilaf diantara para

ulama, adayang membolehkan ada yang menolak. Imam Abu Hanifah

tidak memperbolehkannya sedangkan imam Syafi’i, imam Malik, Abu

yusuf, dan imam Ahmad membolehkannya. Ulama yang membolehkan

berpendapat bahwa sanksi takzir berupa hartabenda ini maksudnya adalah

% Abdurrahman Almaliki,Sistem Sanksi Dalam ........... 268.

% 1bid, 268.
% bid, 273.
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dengan menahan harta terhukum selama beberapa lama, bukan dengan
merampas atau menghancurkan. Alasannya vyaitu karena tidak
diperkenankan mengambil harta seseorang tanpa alasan hukum yang
membenarkannya.
Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takzir berupa harta ini
mennjadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta
yaitu:*®
a. Melenyapkan harta
Yaitu menghancurkan harta benda sampai rusak dan habis agar tidak
bisa dimanfaatkan lagi, hal ini telah dicontohkan Rasulullah terhadap
patung-patung yang tergantung di Ka’bah.*

b. Mengubah bentuk barang
Yaitu dengan mengubah bentuknya dan sifathya. Contohnya
mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara memotong
kepalanya, sehingga membuat kecewa pemiliknya.**

c. Memilikinya
Hukuman ini juga dapat disebut denda. Yaitu hukuman berupa
pemilikan harta pelaku, antara lain seperti keputusan Rasulullah Saw
melipat gandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah-buahan

dari pohonnya.*?

* Nurul Irfan, Masyrofah, Figih Jinayah................ 158.
“Ibid, 171.
“!bid 108

2 1pid.
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4. Hukuman Takzir dalam bentuk lain
Selain hukuman Yang telah disebut diatas, terdapat bentu-bentuk

sanksi lainnya, yaitu:*®
a. Peringatan keras
b. Dihadirkan dihadapan sidang
c. Nasihat
d. Celaan

E. Syarat-Syarat Takzir

Sanksi takzir dapat diberlakukan kepada pelaku kejahatan atau
pelanggaran yang berakal, muslim atau non muslim apabila mereka
melakukan kejahatan atau pelanggaran baik yang bersifat ucapan, perbuatan,
ataupun isyarat, maka menjadi wewenang pemimpin untuk menjatuhkan
sanksi.**

Menurut al-Marghinani, siapapun pelaku jarimah takzir baik anak-anak
yang baligh, budak atau merdeka, muslim atau kafir dan lain-lain akan tetap
dijatuhkan sanksi takzir. Jika yang melakukan adalah orang gila atau anak
yang belum baligh maka mereka terlepas dari sanksi takzir.*

Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang agama dari pelaku
kejahatan, karena siapapun yang melakukan tindak pidana akan tetap dikenai
hukuman. apabila pelaku kejahatan atau pelanggaran menyangkut hak Allah

seperti, zakat dan sebagainya dan hak adami (kemanusiaan), maka sanksi

43 1hi

Ibid.
* Moh. Makmun, Hukum pidana islam, (Yogyakarta:Pustaka Ilmu:2018), 62.
45 1l

Ibid.
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takzir diberlakukan. Sedangkan bagi non muslim dikenai takzir hanya pada

pelanggaran hak adami.*

5 1bid 63.
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BAB III
PENEBANGAN POHON HUTAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI NGANJUK NOMOR 109/Pid.Sus/2017/PN.NJK

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Nganjuk

Pengadilan Negeri Nganjuk berada di Jalan Bermojoyo No 20,
Nganjuk, Jawa Timur, Pengadilan Negeri Nganjuk telah ada sebelum
Indonesia merdeka, namun pada saat itu bernama Landraad bukan
Pengadilan. Landraad merupakan istilah masa Hindia Belanda setelah
Indonesia merdekaan barulah Istilah tersebut diganti nama menjadi
Pengadilan Negeri, agar nama tersebut mudah dipahami oleh masyarakat .
Pengadilan Negeri Nganjuk mencakup seluruh wilayah hukum kabupaten
Nganjuk. Pengadilan Negeri Nganjuk memiliki wewenang dalam menangani
kasus Pidana dan Perdata, termasuk juga menangani pidana khusus.'

B. Deskripsi Putusan

kronologi tertangkapnya terdakwa dalam melakukan tindak pidana
pengambilan kayu hutan, bahwa terdakwa Sukiran bin Suwito pada hari
kamis tanggal 09 maret 2017 sekitar jam pukul 06. 00 tepatnya dalam
wilayah hutan wedangan dan terdakwa merupakan warga Dsn Wedangan
Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dan masih dalam

daerah hukum pengadilan negeri nganjuk.. pada saat itu jam 06.00 terdakwa

'PengadilanNegeriNganjuk, ProfilPengadilanNegerNganjuk,diaksesdarihttp://www.Pn-
nganjuk.go.id/index.php/depan/kata-sambutan/1-selamat-datang-di-pengadilan-negeri-nganjuk,
padatanggal 4 maret 2020 pukul 12.22
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menebang pohon jati dengan alat berupa tau buah kapak terdakwa menebang
sebanyak 1 batang dengan panjang 400 cm dan berbentuk gelondong dan
setelah menebang, terdakwa membawa pulang kayu tersebut. dan
sesampainya dirumah terdakwa merubah bentuk kayu tersebut dengan
bentuk menjadi persegi.’

Kemudian pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 17.00
Wib saudara Wardoyo atau petugas Perhutani melakukan patroli diwilayah
hutan di petak 17 RPH Wedangan BKPH Tamanan tanah turut Desa
Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Pada saat itu Wardoyo
melihat adanya tunggak dan serpihan kayu yang masih basah serta bekas
semak terkena tertimpa kayu. Pada hari selanjutnya Selasa tanggal 14 Maret
2017 sekitar jam 01.00 wardoyo menghubungi polsek Rejoso untuk meminta
bantuan dalam melakukan pengeledahan rumah terdakwa Sukiran. Dalam
penggeledahan tersebut menemukan 1 batang ukuran 8 cm x 10 cm x 410 cm
dan 1 batang ukuran 8 cm x 10 cm x 430 cm yang ditemukan dilantai ruang
tamu dan satu batang ukuran 12 cm x 16 cm x 210 cm yang disimpan
didapur. Dalam menyimpan 3 Batang kayu jati tersebut terdakwa sukiran
tidak mengantongi surat Keterangan Sahnya.’

Dalam memberikan keterangan terdakwa Sukiran bahwa terdakwa
mengambil kayu jati pada hari kamis tanggal 09 maret 2017 sekitar jam
06.00 wib, sebelumnya terdakwa merupakan sudah pernah di hukum dan

dalam persidangan terdakwa juga membenarkan bahwa kayu yang diambil

*PutusanPengadilanNegeriNganjukNomor: 109/Pid.Sus/2017/Pn.Njk
3 .
Ibid 8
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merupakan kayu yang berasal dari kawasan hutan wedangan dan tidak
memiliki izin untuk mengambil kayu tersebut. pada saat pertama kali
terdakwa menebang kayu yang diambil berbentuk bulat atau gelondong
namun pada saat terdakwa pikul kerumah kayu tersebut dirubah bentuknya
menjadi persegi dengan cara menghilangkan kulitnya dengan menggunakan
alat kapak yang dipakai untuk mengambil kayu tersebut. Terdakwa juga
memberikan keterangan bahwa dalam mengambil kayu tersebut tujuannya
adalah untuk dijual dan vang hasil penjualnnya akan dipakai hidup sehari-
hari.”.

Dalam persidangan penuntut umum menghadirkan 3 (Tiga) sanksi, 1
merupakan Pegawai Perhutani, 2 (Dua) petugas Polisi Rejoso. Sanksi-sanksi
tersebut memberikan keterangan tersebut dibawah sumpah

C. Pertimbangan Hakim dalam kasus Penebangan Pohon Hutan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dalam menjatuhkan
Putusan tersebut. dengan pertimbangan fakta hukum yang diperoleh dari
keterangan saksi, saksi ahli, dan terdakwa serta bukti-bukti yang telah ada
untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Dalam mempertimbangkan juga ada hal lain yaitu dari peraturan-
peraturan yang berlaku, baik perundang-undangan yang digunakan maupun
bahan pertimbangan lain yang ada dalam memutuskan perkara yang

bersangkutan.

4 Ibid 15
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Dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk putusan nomor
109/Pid.Sus/2017/Pn.Njk Penulis menganalisis ada dua unsur dalam putusan
tersebut yaitu pertimbangan hakim dengan unsur yuridis dan pertimbangan
hakim dengan unsur sosiologis.

Dalam tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum
dalam dakwaanya mengandung unsur:’

1. Unsur 1 : “setiap orang”

2. Unsur 2 : Dengan sengaja menerima, menjual, menerima titipan,
menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan
hutan yang diambil secara tidak sah.

Mengenai dakwaan tersebut majelis hakim menjelaskan sebagai berikut:

1. Unsur 1 : “setiap orang”

Yang dimaksud “setiap orang” adalah tentang siapa yang dimintai
pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana perseorangan atau
korporasi. Dari pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta
hukum yang didapat dalam persidangan, yang dimaksud dalam dakwaan
yaitu terdakwa Sukiran bin Suwito (alm) serta dalam persidangan terdakwa
mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik
dan terdakwa tidak memiliki alasan pemaaf dan pembenar yang dapat

dijadikan hapusnya suatu pertanggungjawaban pidana.

2. Unsur ke-2

S Tbid 18
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Yang dimaksud “dengan sengaja” secara sederhana dapat dinyatakan
secara sederhana dapat dinyatakan bahwa terdakwa merupakan sudah
mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang
salah dan menghendaki untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan
keterangan Saksi dan Saksi ahli dibawah sumpah dalam persidangan dan
bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum, maka diperoleh fakta-fakta
hukum dalam persidangan sebagai berikut:®
a. Bahwa pada hari kamis tanggal 09 maret 2017 sekira pukul 06.00 wib

tepatnya di dalam hutan wilayah wedangan terdakwa menebang pohon
jati dengan menggunakan alat berupa satu buah kapak terdakwa
menebang sebanyak satu batang berukuran panjang 400 cm berbentuk
bulat atau gelindong lalu terdakwa bawa pulang dengan cara terdakwa
pikul kemudian keesokan harinya terdakwa mengambil lagi kayu
ditempat yang sama pula terdakwa mengambil kayu dengan ukuran
panjang sekitar 400 cm berbentuk bulat atau gelondong dan kemudian
terdakwa bawa pulang dengan cara dipikul dan jarak dua hari terdakwa
mengambil lagi kayu ditempat yang sama lagi dan menggunakan alat
yang sama dan mengambil kayu dengan berukuran panjang 200 cm
berbentuk bulat atau glondong dan kemudian kayu jati tersebut
terdakwa bawa pulang setelah sampai dirumah terdakwa rubah bentuk

menjadi persegi dengan cara terdakwa menghilangkan kulitnya terdakwa

% Tbid 19



40

bentuk persegi dengan menggunakan alat berupa kapak yang sama yaitu
terdakwa gunakan untuk mengambil kayu jati dari dalam hutan
wedangan;

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul
17:00 wib saudara Wardoyo petugas perhutani sedang melaksanakan
patroli di wilayah hutan tepatnya di petak 17 RPH Wedangan BKPH
Taman Tanah turut Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten
Nganjuk, saat itu saudara Wardoyo melihat adanya tunggak dan
serpihan kayu yang masih basah serta semak-semak yang rusak bekas
tertimpa pohon jati.

Selanjutnya pada hari selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 01:00
wib saudara Wardoyo menghubungi Polsek Rejoso untuk dimintai
bantuan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan saat
dilakukan pengeledahan itu ditemukan 1 (satu) batang ukuran 8 cm x 10
cm X 410 cm dan 1 (satu) batang ukuran 8 cm x 10 cm x430 cm yang
terdakwa simpan dilantai ruang tamu dan 1 (satu) batang ukuran 12 cm
x 16 cm x 210 cm terdakwa simpan didapur.

. Bahwa selanjutnya terdakwa juga pernah mengambil kayu jati hasil
hutan tanpa izin pejabat berwenang sebanyak 4 (empat) kali dan berhasil
terdakwa jual ke orang lain dan hasilnya digunakan untuk keperluan
keluarga dan dua kali terdakwa gagal membawa pulang karena kayu jati

hutan yang dibawa kepergok oleh pihak petugas perhutani namun
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terdakwa berhasil melarikan diri dan kayu jati yang diambilnya tersebut
ditinggal didalam hutan.

Terdakwa Sukiran bin Suwito (alm) menyimpan atau memiliki hasil
hutan kayu sebanyak 3 (tiga) batang kayu jati dengan berbagai ukuran
dengan kubikasi 0,10752 m? tanpa dilengkapi bersama dengan surat
keterangan sahnya hasil Hutan dan Negara. Dan Negara mengalami
kerugian sebesar Rp. 776.616,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam
ratus enam belas rupiah) serta secara tidak langsung telah menimbulkan
kerusakan ekosistem, lingkungan maupun habitat hutan dimana pohon
tersebut ditebang karena tidak memperhatikan fungsi dan daya dukung

hutan secara lestari.

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut. dapat disimpulkan bahwa
terdakwa telah “Dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang berasal
dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah yang
terdakwa lakukan sebagai orang yang bertempat tinggal di sekitar
kawasan hutan’ telah tepenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di
atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang
menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam pasal 87 ayat (3)
Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi oleh perbuatan

terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan
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meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal dakwaan
kedua tersebut.

Menimbang pada pasal 97 ayat (3) Undang-undang Nomor 18
Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pengerusakan Hutan mengatur pula
pidana denda. Maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pula pidana
denda dengan besaran yang akan ditetapkan amar putusan ini dan
terhadap denda tersebut apabila tidak bisa membayar harus diganti
dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar
putusan ini.”

Sebelum Hakim Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa,
akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yag memberatkan dan hal-
hal yang meringankan pidana , sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:®
1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2) Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan

1) Terdakwa menyesali dan berjaji tidak akan mengulangi perbuatannya

"1bid 21
8 Tbid 22
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D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Ngajuk Putusan Nomor

109/Pid.Sus/2017/Njk

Mengingat, pasal 87 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan pasal-pasal

lain dari undang-undang yang bersangkutan khususnya Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;’

1.

Menyatakan terdakwa Sukiran bin Suwito telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja
memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil
atau dipungut secara tidak sah yang dilakukan oleh perseorangan yang
bertempat tinggal di sekitaran kawasan hutan” sebagaimana dakwaan
alternatif kedua penuntut umum;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara paling selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak
dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) batang kayu jati ukuran 8 cm x 19 cm x 430 cm;

b. 1 (satu) batang kayu jati ukuran 8§ cm x 19 cm x 410 cm;

% Tbid 22
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c. 1 (satu) batang kayu jati ukuran 12 cm x 16 cm x 210 cm;

Dirampas untuk negara melalui Perhutani KPH Nganjuk
a. 1 (satu) buah pecok/kapak

b. 3 (tiga) serpihan kayu jati/tatal;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini

sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



BAB IV
SANKSI TINDAK PIDANA PENEBANGAN KAYU HUTAN DALAM

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor

109/Pid/Sus/2017/Pn.Njk

Dalam putusan nomor 109/Pid/Sus/2017/Pn.Njk tentang tindak
pidana penebangan kayu hutan merupakan suatu tindak pidana yang
dianggap sama dengan tindak pidana membeli, memasarkan dan/atau
mengolah hasil hutan kayuyang berasal dari kawasan hutan yang dipunggut
secara tidak sah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam kasus penebangan kayu hutan yang telah dilakukan oleh
sukiran bin suwito (alm) diancam oleh jaksa penuntut umum dengan
menggunakan pasal 87 ayat (1) huruf c jo pasal 12 huruf e, pasal 87 ayat (3)
dan pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pencegaha dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dengan menggunakan
dakwaan Alternatif, maka memberikan keleluasan kepada majelis hakim
dalam memilih salah satu dakwaan yang mendekati fakta hukum yang telah
terungkap di persidangan.

Menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi
dakwaan sebagaimana dakwaan alternatif yang telah dituntutkan oleh jaksa
penuntut umum dalam pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2013 tentang Pencegaha dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi

45
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“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitaran
kawasan hutan, pelaku dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan
paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah)”.

Dalam kasus ini terdapat 3 (tiga) orang saksi yakni Bambang
Supriyono, Seno Susanto, dan Hari Purwanto yang keterangannya dibawah
sumpah dibacakan didepan persidangan, dimasukan dalam fakta dalam
persidangan oleh hakim.

Dalam memeriksa putusan pengadilan harus terdapat 4 (empat)
bagian pokok yang terdiri dari : kepala putusan, identitas para pihak,
pertimbangan hukum hakim dan amar putusan.”

Dalam  putusan  Pengadilan ~ Negeri =~ Nganjuk =~ Nomor
109/Pid/Sus/2017/Pn.Njk tentang Tindak pidana penebangan kayu Hutan
yang dilakukan oleh terdakwa Sukiran bin Suwito ada beberapa
pertimbangan hakim, yaitu:*

1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwan alternatif yang kedua
yakni pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegaha dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “Dengan

sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan,

7 Chandra Et.Al, Modul Mata KuliahEksaminasi(Y ogyakarta:
FakultasHukumUniversitasAtmaja, 2004) 12.
80
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menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari
kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak ah yang
dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam

dan/atau di sekitar kawasan hutan.

Unsur pertama yaitu perseorangan yang secara sah dan
meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut mampu
bertanggung jawab dalam perbuatannya. Dalam perkara ini, orang yang
bernama Sukiran bin Suwito (alm) telah diajukan sebagai terdakwa,
sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang
diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, bahwa orang
yang bernama Sukiran bin Suwito (alm) telah disamakan identitasnya
dalam persidangan dan hasilnya sama, dengan demikian unsur pertama
telah terpenuhi.

Selanjutnya unsur kedua yaitu dengan sengaja bahwa terdakwa
telah mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan
yang salah. salah hal ini terdakwa dengan sengaja menerima, menjual,
menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil
hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau yang
dipungut secara tidak sah yang dilakukan oleh orang perseorangan yang
bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan. Dalam

fakta-fakta hukum dalam persidangan telah ditemukan yaitu :*'

$'putusanPengadilanNegeriNganjukNomor: 109/Pid/Sus/2017/Pn.Njk



a)

b)

48

Bahwa pada hari kamis tanggal 09 maret 2017 sekira pukul 06.00 wib
tepatnya di dalam hutan wilayah wedangan terdakwa menebang
pohon jati dengan menggunakan alat berupa satu buah kapak
terdakwa menebang sebanyak satu batang berukuran panjang 400 cm
berbentuk bulat atau gelondong lalu terdakwa bawa pulang dengan
cara terdakwa pikul kemudian keesokan harinya terdakwa mengambil
lagi kayu ditempat yang sama pula terdakwa mengambil kayu dengan
ukuran panjang sekitar 400 cm berbentuk bulat atau gelondong dan
kemudian terdakwa bawa pulang dengan cara dipikul dan jarak dua
hari terdakwa mengambil lagi kayu ditempat yang sama lagi dan
menggunakan alat yang sama dan mengambil kayu dengan berukuran
panjang 200 cm berbentuk bulat atau glondong dan kemudian kayu
jati tersebut terdakwa bawa pulang setelah sampai dirumah terdakwa
rubah bentuk menjadi persegi dengan cara terdakwa menghilangkan
kulitnya terdakwa bentuk persegi dengan menggunakan alat berupa
kapak yang sama yaitu terdakwa gunakan untuk mengambil kayu jati
dari dalam hutan wedangan;

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul
17:00 wib saudara Wardoyo petugas perhutani sedang melaksanakan
patroli di wilayah hutan tepatnya di petak 17 RPH Wedangan BKPH
Taman Tanah turut Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten

Nganjuk, saat itu saudara Wardoyo melihat adanya tunggak dan
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serpihan kayu yang masih basah serta semak-semak yang rusak bekas
tertimpa pohon jati.

Selanjutnya pada hari selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul
01:00 wib saudara Wardoyo menghubungi Polsek Rejoso untuk
dimintai bantuan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan
saat dilakukan pengeledahan itu ditemukan 1 (satu) batang ukuran 8
cm x 10 cm x 410 cm dan 1 (satu) batang ukuran 8 cm x 10 cm x430
cm yang terdakwa simpan dilantai ruang tamu dan 1 (satu) batang
ukuran 12 cm x 16 cm x 210 cm terdakwa simpan didapur.

Bahwa selanjutnya terdakwa juga pernah mengambil kayu jati hasil
hutan tanpa izin pejabat berwenang sebanyak 4 (empat) kali dan
berhasil terdakwa jual ke orang lain dan hasilnya digunakan untuk
keperluan keluarga dan dua kali terdakwa gagal membawa pulang
karena kayu jati hutan yang dibawa kepergok oleh pihak petugas
perhutani namun terdakwa berhasil melarikan diri dan kayu jati yang
diambilnya tersebut ditinggal didalam hutan.

Terdakwa Sukiran bin Suwito (alm) menyimpan atau memiliki hasil
hutan kayu sebanyak 3 (tiga) batang kayu jati dengan berbagai
ukuran dengan kubikasi 0,10752 m? tanpa dilengkapi bersama dengan
surat keterangan sahnya hasil Hutan dan Negara. Dan Negara
mengalami kerugian sebesar Rp. 776.616,- (tujuh ratus tujuh puluh
enam ribu enam ratus enam belas rupiah) serta secara tidak langsung

telah menimbulkan kerusakan ekosistem, lingkungan maupun habitat
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hutan dimana pohon tersebut ditebang karena tidak memperhatikan

fungsi dan daya dukung hutan secara lestari.

Dari fakta-fakta hukum yang ditemukan dapat disimpulkan
bahwa terdakwa telah dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang
berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah
yang terdakwa lakukan sebagai orang yang bertempat tinggal di sekitar
kawasan hutan Dengan demikian atas uraian diatas maka unsur ini telah
terpenuhi.

Oleh karena itu atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa
harus dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahanya dan
berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana.

2. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Dalam perkara ini sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman
pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan dahulu hal-hal yang
memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana, sebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan
1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2) Terdakwa pernah dihukum
b. Hal-hal yang meringankan
1) Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

perbuatannya.
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3. Barang bukti dalam perkara ini, dipersidangan telah ditunjukan barang
bukti berupa 3 tiga batang kayu jati yang masing-masing berukuran : 1
(satu) batang kayu jati ukuran 8 cm x 19 cm x 430 cm, 1 (satu) batang
kayu jati ukuran 8 cm x 19 cm x 410 cm dan 1 (satu) batang kayu jati
ukuran 12 cm x 16 cm x 210 cm serta 1 (satu) pecok/kapak dan 3 (tiga)
serpihan kayu jati/tatal.

4. Dalam putusan perkara ini, hakim memutus terdakwa dengan menghukum
terdakwa yaitu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda sebesar
Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) menetapkan lamanya masa
penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan
terdakwa tetap berada dalam tahanan serta membebankan terdakwa untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah).

Dalam perkara ini majelis hakim memutuskan memakai dakwaan
alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 87 ayat
(1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan yang menjatuhkan hukuman kepada
terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda

sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
Dari beberapa uraian diatas, penulis memiliki beberapa pendapat

yaitu:

1. Dalam menjadikan dasar pertimbangan, majelis hakim tidak berpedoman

pada asas legalitas yang menyatakan bahwa dalam suatu perbuatan tidak
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dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-
undagan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara diatas,
hakim menjatuhkan hukuman untuk terdakwa selama 6 (enam) bulan dan
denda sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan
apabila tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2
(dua) bulan.

. Dalam menjatuhkan putusan hukuman pada terdakwa kurang tepat,
karena tidak sesuai dengan ketentuan ancaman hukuman pada pasal pasal
yang digunakan. Mengingat pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 18
Tahun 2013 ancaman hukuman sudah ditentukan batas minimal dan
maksimalnya, yaitu pidana paling singkat 3 (tiga) bulan penjara dan
paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.
500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00
(Lima ratus juta rupiah). Sedangkan hakim memutuskan hukuman untuk
terdakwa selama 6 (bulan) dan hanya denda sebesar Rp. 300.000,- (Tiga
ratus ribu rupiah) dibawah ketentuan yang ditetapkan oleh undang-
undang. Memang dalam memutuskan hakim memiliki kebebasan dan hak
otoritas dalam menentukan berat ringannya suatu hukuman, akan tetapi
menurut penulis, hakim harus berpedoman pada aturan yang telah dibuat
yaitu undang-undang karena undang-undang sudah menentukan ancaman

hukuman secara tertulis (formal).
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Membahas mengenai pidana denda, hukan denda di Indonesia ini
sudah berjalan cukup lama, bahkan pidana denda termasuk dalam pidana
tertua. Pidana denda terdapat dalam KUHP pasal 10. pidana Denda juga
bisa dilihat sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan.
Mengingat tujuan pemidanaan tidak merupakan pembalasan, maka dalam
menjatuhkan denda hakim harus memperhatikan kemampuan terdakwa
secara secara nyata.

Pada putusan Pengadilan Nganjuk yang penulis bahas di atas,
menurut penulis kurang tepat karena tidak sesuai dengan asas hukum
pidana yaitu asas legalitas

Penebangan pohon hutan secara liar juga memiliki dampak sangat
besar pada alam, karena dapat merusak kelestarian alam yang selama ini
dijaga dan sebagai serapan air jika hal itu dilakukan secara terus menerus
maka banjir, longsor akan terjadi dan masih banyak lagi dampak jika
lingkungan rusak terutama hutan.

Dari semua analisa diatas berdasarkan unsur-unsur perbuatan tindak
pidana maka sangat jelas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana
penebangan kayu secara ilegal. Namun dalam menerapkan pidana denda
sebagai alternatif masih kurang efektif dikarenakan dalam pasal 87 ayat
(1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 telah diatur batas maksimal

dan minimal.
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B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor

109/Pid.Sus/2017/Pn.Njk.

Kejahatan penebangan pohon liar (//legal logging) merupakan kejahatan
yang menimbulkan banyak sekali kerugian Negara dan rakyatnya tentunya yang
mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati indahnya alam.
Dalam hukum islam penebangan pohon secara liar merupakan termasuk kategori
Jjarimah ta’zir. Karena unsur-unsur jarimah Hadd dan gisas diyat tidak terpenuhi

secara sempurnakarena adanya unsur yang dianggap syubhat.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sanksi ta’zir memiliki beberapa
klasifikasi yaitu yang pertama, tindak pidana Audud atau gisas, tetapi tidak
memenuhi syaratuntuk dijatuhkan hukuman had atau gisas, seperti percobaan
pencurian, perampokan, perzinaan dan pembunuhan. Kedua kejahatan yang tidak
disebutkan sanksi-sanksinya diserahkan kepada pemerintah (ulil amri), seperti
penipuan, perjudian, penghinaan dan lain-lain. Ketiga kejahatan-kejahatan yang
ditentukan oleh pemerintah demi wuntuk kemaslahatan rakyatnyaseperti

perlindungan hutan dan aturan ber lalu lintas.

Berdasarkan pembagian jarimah ta’zir tersebut, maka penebangan pohon
secara liar termasuk dalam kategori jarimah ta’zir yang ketiga, yaitu kejahatan-

kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan rakyatnya.

Dalam sanksi fa’zir hukuman terberatnya adalah hukuman mati dan

hukuman teringannya berupa peringatan. Berat ringannya sanksi fa’zir
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ditentukan oleh kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan

perbuatannya, bagaimana dan mengapa pelaku melakukan kejahatan tersebut.

Jarimah yang dilakukan oleh terdakwa, penulis berpendapat, bahwa dalam
hukum islam hukuman yang tepat diberikan kepada terdakwa adalah ta’zir
karena illegal logging tiak disebutkan dalam Al-Qur’an atau Hadist. Hukuman
ta’zir yang bisa dikenakan adalah bisa berupa penjara atau denda. Karena dalam
islam menghendaki bahwa pelaku jarimah untuk taubat. Namun semua itu adalah
wewenang Ulil amri dalam menjatuhkan.

Penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tanpa memiliki izin diserahkan
kepada majelis hakim agar memberi sanksi sesuai dan memprehiatikan
kemaslahatan umum uberdasarkan kaidah hukum pidana islam. Sanksi yang
diterapkan dalam hukum pidana islam berupa hukuman kawalan
(penjara,kurungan). Hukuman penjara dapat dilakukan dirumah, penjara atau

tempat-tempat lain.

Ditinjau dari hukum pidana islam, penjatuhan hukuman yang diputuskan oleh
hakim kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 6 bulan dan denda sebesar
Rp. 300.000,. pasal 87 ayat (3). Hakim tidak melihat bahwa hukuman yang
ringan dapat menyebabkan orang-orang melakukan pelanggaran yang sama lagi,
karena kurang dalam rasa kesadaran akan lingkungan sekitar khususnya kawasan

hutan dan kurang tegasnya dalam menjatuhkan hukuman.

Jarimah ta’zir sebagai hukuman terkait dengan pelanggaran kepada Allah

dan hambanya yang tidak ditentukan oleh al-Qur’an dan Hadist. Jarimah ta’zir



56

dijatuhkan bukan semata-mata merupakan sebagai balasa dendam namun
penjatuhan ini untuk pembelajaran bagi terhukum agar tidak mengulangi
perbuatannya lagi, dan juga memberi pendidikan dan pengayoman kepada orang

lain.

Mengingat tindakan seperti itu akan terus terjadi maka perlu hakim
memberikan sanksi yang tegas dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa
agar bisa memberikan efek jera dan membuat pelaku berfikir lagi kalau mamu

berbuat melawan hukum.

Menurut penulis hukuman yang harus ditetapkan oleh majelis hakim
sudah sesuai dengan hukum islam yaitu jarimah ta’zir yang berkenaan dengan
kemerdekaan pelakunya yang penjatuhan hukumannya dalam kekuasaan ulil
amri, namun hakim juga harus lebih maksimal dalam menjatuhkan suatu perkara

agar kejadian penebangan pohon secara lial tidak semakin banyak lagi.

Oleh karena itu jika dalam hukum Islam hukuman #a’zir yang diberikan
kepada sukiran bin suwito pada putusan nomor 109/pid.sus/2017/pn.njk sudah

sesuai.
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BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kesimpulan yang telah diuraikan dan dianalisis penulis, maka

dapat diambil kesimpulan :

1.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk
Nomor : 109/Pid/Sus/2017PN. Njk tentang tindak pidana penebangan
kayu hutan secara liar yaitu hakim menjatuhkan hukuman 6 (enam)
bulan penjara dan denda Rp 300.000.00-, terhadap pelaku tindak pidana
penebangan kayu hutan secara liar. Didasarkan pada Pasal 87 ayat (3)
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Pengerusakan Hutan. Hal ini tidak sesuai dengan
ketentuan Undang-undang yang telah ditentukan .

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus penebangan kayu hutan
secara liar pada Putusan Nomor 109/Pid/Sus/Pn Njk di atas sesuai
dengan hukum pidana Islam, termasuk ke dalam jarimah tazir yang

hukumnya adalah penjara yang menetapkan adalah ulil amri.

57
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran

diantaranya:

1.

Bagi penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan, diharapkan
dalam penjatuhan hukuman berdasarkan undang-undang dan
pertimbangan yang ada, sehingga prinsip keadilan dalam memutuskan
terpenuhi

Kepada pihak perhutani agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat
agar mengerti bahwa dilarang mengambil kayu hutan tanpa dengan izin
pihak berwenang, agar kelestarian alam tetap terjaga.

Semoga dengan adanya kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi kita
semua agar senantiasa menjaga lingkungan dengan tidak melakukan

tindak pidana yang merugikan diri sendiri atau orang lain.
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